
pendekatan-pcndckatan fop dO~'11 dan dengan pola komunikasi 
seasah (linccrr), kurang cdukatif pcrsunsif, non partisipntif 
dan non dernokrritis. Praktek pcnyuluhan menyirnpang dari 
ft losofi penyuluhan karena penyulu han dilakukan olch 
orang-orang yang scbenamya kurang rncrniliki kompetensi 
profcsional penyuluh. Hasi l pcneli tian Sumardjo dan disertasi 
him bingannya rncnmju  kkan tingkat kornpctcnsi penyuluh 
sckitar 6 - 7 7  pada selang sknr 0-1 00.(Sumardjo, 2009a). 

Pengembangan rnasyarakat (Commrtni@ Drr~c~lo~~mcnr)  
yang belakangan menjadi lehih populer, sejarahnya berasal 
dari penernpan pendidikan massa (m~rss i.$rteafion) dan ha2 
itu rnerupakan salah satu pendckatatl dalam penyuluhnn. 
Pengembangan masyarakat tanpa disertai pcninykatan kualitas 
pcrilaku manvsianya secara efektif (pcnyuluhan) hanya 
mcnrpakan upaya pcmherdayitan yang scmu dan terjebak pada 
bcntuk-bentuk rekayasa snsinl oleh piha'k luar yang kurang 
bemanfaat hagi masyaraknt (S~~mnrdjo, 2008). 

Tantangan ke depan dalam pengembangan penyuluhan adalnh 
bagaimann pen yuluhan efektif mengembangkan kapi tal 
manusia rnelalui peningkatan kapasitas warga masyarakat 
dalarn mengemhat~gkn~~ enersi sosial budaya beat i f  scbagai 
kapital sosial (Surnarfljo, 2009a). Kapital sosinl dipcrlukan 
rnasyarakat untuk rnenjndi herdaya rnemcnuhi kcbutuhan 
kcscjrthtcraannyn. 

Pengembangan masyarakat idcalnya efektif mengcmbangkan 
energy sosial hudaya kreatif rnasyarakat yang bcrsnngkutan 
(Cohen dan Uphoff, 1977; Uphotl: 1986; Swrnard,jo, 1994; 
dan Sayogyn ( 1994). Energi sosial budaya krcatif meliputi 
t~ga elemen, yoitu ickals, icf~~ns, clan ,fi.iendship.~. Id~*cr/.v 
adalnh kondisi ideal yang ingin dicapai atau diwujudknn 



dalam mengcmbangkan masyarakat. yaitu kc,icIasan tujuan. 
hnrnpan dan visi atau bahkan cita-cita bersama. 1tkul.s ini akan 
mernbirnbing kearah kejelasan i~ /~a . s .  yailu cam-cara yang 
diternptlh bersama untuk mcwujudkan itl~wl.s tersehut, yaitu 
kejelasan skrategi, program, kcgiatan, mctoda atau tel~nik yang 
dikemhangkan secara krcntif dan tcpat guna. Ideas rncnjadi 
pcdoman hagi piha k ysng terkai t untuk mengemhnngkan 
friend~hip yaitu Jaringon kerjasarna di antara mcreka rnclalui 
penerapan kemitraan sinergis. 

Tu j u an (ideals) 

Tujuan utarna (idenls) kcmcrdckaan Indonesia telah tertuang 
dalam mukadirnah Unrlnng-undang dasar 1945, di antaranya 
adalah mencerdaskan kehiduprtn hangsn clan mewyj~~dkan 
kesejali teraaal raky at secara adil dan berndab. Kesc-jahtcraan 
sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual, dan sosial warga ncgara agar dapat hidup layak clan 
marnpu rnengcmbangkan diri, sehinggn dapat rnclaksanakan 
fungsi sosialnya (UW No l l Tahun 2009). 

Dalarn kurun lima tahun ke depan (2015) ideals tcssebut 
berorien tasi pada indi kator Millr~mirrm Lloz~eloprncnr Goah 
( M DGs), yang rnel iputi ( I ) rralficutc c1.~/reem po11er<17 ond 
hztng(~r: (2) ocltieve 1a?ivur.5*~.a/ prirnoq* edrtcarinn, ( 3 )  prvmote 
gc~n~/~~c.l.eqtrcrlitl.andem~~o~~~er.~~~omcrr; (4) redtscccl~ildmortuJ'i~~; 
( 5 )  i~npro-ol~c rrraternul I~r.crith: (6) c*r~mhar HJV/AID. malnrio w7d 
c~ther o'i.sc~rscs; (7 )  msrtr-e en virornncntnl .rrtstainahi/ i<r': dan 
(8) dcvc.lop a glohnl pnrtnership for d~*\~ /opntcnt  (Happenas 
& UN,  2009). lndikator MDGs selayaknya menjadi (>lit-come 

penyclenggaraan program pcnyuluhrrn pcrnbangunan, sehingga 
perlu terakomodasi dnlam program-program penyuluhan 
tcrkait. 

Keberlanjuzan pernbangunan didckati dengan tiga nilai utarna 
(Todaro dan Smith. 2009), yaitu sFrstennrtc.c3, se?fies/cwn, and 



/kedom. Sirsrencrnc.~ di tandai dengnn kemarnpuan merncnuh i 
kehutuhan dasar manusia, yang mcliprlti pangan, sandnng. 
papan, kesehatan dan peslindungan rasn aman (Ghosli. 
1 984). Self-esteem di tandai dengan hcrlakunya pengakuan 
sehngai manusia seutuhnya ( r r ~  he o per.vo1.1) yang merupakan 
komponen universal kedua tcrpenting dalam kchidupan yang 
layak. F'r~rdom adalah adanya iklim kebebasan rnanusia untuk 
memi I i h, yang dipahami sebagai keleluasaan crnansipasi dari 
kondjsi a'llictlnsi dnlam kehidupnn, tekanan institusi, dogmasi 
dalam keyakinnn, pelayanan sosial dan khususnya dalam upaya 
pcngcntasan diri dari kerniskinan, Di Indonesia untuk dapat 
rnenerapkan kctiga pcndekatan ini masill perlu perjuanpn 
surius! 

Pnndnnpan umlrm tentang pembangunan berkelanjutnn 
niencnkup antara lain rcalitas fisik dan rcalitas sesial yang 
rnencakrrp kombinasi atas aspek ekologis, sosial, ekonomi 
dan proses-proses kelembagaan dalam rangka rncwuiudkan 
kualitas hidup yang sernakin meningkat (Hak p! ol, 2007; 
Moldan dan Uahl, 2007). Di sclvruh masyarakat sctidaknya 
mencakup t i p  tuiuan herikut (Todnro dan Smith, 2009): 
( 1 ) to irrcren.vr the. c r ~ ~ ~ r f ~ ~ i l a h i l i ~ ~  orrd ~0irJc.n the disfrihtttion 
r) f  frasic life-srrsfairri~ ~ I C J ~ T  S I ~ C ' ~  LES ,J;IoLJ. sheltel; h ~ ~ a l t h  
c r r ~ c l  pr-otec.tion; (2) to rcli,re ke~*el~~ of fivirtg. Di dafamnya 
mcncakup pcningkatan pendapatan, kesempatan ke j a /  
peluang usaha, peningkatan pendidikan, perhatian yang lebih 
baik tcrhadap nilai budaya dan nilni kemanusiaan. Jndi tidak 
hanya yang bcrsifat material1 fisik, tetapi terutarna juga yang 
sifatnya pcningkatan hal i tas  kemanusiaan $an kchangsaan 
(sc./f-rstcwn); rl an (3) ~ C F  expand ~ h r  rcmge qj' ecorrom jch  ond 
social choicc+s, yang secara individual dan kebangsaan lcbih 
rnemungkin kar~ mcndapatkan kelelunsnan meraih akscs 
pelayanan tidak hanya dalam berinteraksi dengan sesamanyal 
schangsanya, tctnpi jugs keleluasaan untuk rnengemhangkan 
nil:li-nilai kcmanusiaan dalam arti yang lebih Iuas. 



Cara mencapai h j u a n  (Ideas) 

Upaya untuk mencapai tujuan 'rnencerdaskan kehidupan 
bangsa' dapnt ditempuh melalui jnvcstasi kalpiltal manusin, 
yaitu pendidikan formal, non formal maupun informal secara 
'terpisah' maupun secara sirnultan. PcrZama, pendidikan 
formal seseorang warga bangsa dapat diperolch rnclalui 
upaya peningkatan kualitas perilaku secara terprogmm dan 
herjenjang, ynitu di sckolah, rnulai dari pendidikan dasar. 
sekolnh mcncngah sampai ke pendidikan tinggi. Kcdwa, 
pendidikan non formal dipernlch seseomng ttlelalui bcntuk- 
bentzrk upaya tcrprogram sepesti kcgintan penyuluhan. 
ibcnrpa pelatihan atau kursus. magang, workshop, sarasehan. 
scminar, / ~ I C ' I F . I .  groitp ~ ~ , Y L ' I E . F S ~ O ! T  ( FGD) dan scjcni sn ya, scrta 
pcnycbarluasan informasi melalui media tradisional, media 
massa clcktronik rnauptln rncdia cctak. serta media lainnya, 
Ketiga. pcndidi kan informal dipcroleh scscorang rnelalui 
sosialisasi dalam keluarga dan intcraksi dcngan lingkungan 
secara infoni~al atau tidak tcrprogram secara khusus dan 
sistcmatis, Di antara ketiga bentuk pendidikan pcrlu saFing 
mengisi Ran saling mengasah sehingga menghasi l kan kapital 
manusin ynng semakin mandtri. Di dalam tulisan ini cara 
mencnpni tt~juan pcmbangunan hangsa ini dilihat khuswsnya 
dari perspektif pcnyuluhan pcmhal~gunnn ntau dan pcrspektif 
pend~dikan non Ibrmal. 

Kesejahternnn sosial mcntpakan suatu tata kcl~idupan dan 
penghidupan sosia1 rnatcriil maupun spiritual yang diliputi 
olch rasa kcsclamatan, kcsusilaan, dan ketentcraman lahir dan 
batin. Kesejahtcrnan sosjal mcmungkinkan hagi setiap warga 
Negarn 1 ndoncsio un tuk mcnpadakan pernenuhan kchutuhan- 
kchutuhan jasmnninh, rohaniah dan sosinl sebaik-baiknya bagi 
diri, keluarga scrta masyarakat dengan rnenjunjung tinggi hak- 
l ~ a k  asasi scrta kewajiban manusia sesuai d c n g ~ n  Pancasila 
(Keputusan Mcntcri SosiaZ RI No 58JHUK12008). 



Kemampuan rakyat untuk bcrpartisipasi daIam mcwujudknn 
kesejahteraan rnasyarakat [pcrnhangunan) scjalan dcngan 
keefcktivan proses belajar sosial yang dialarninya. Proses 
belajar ynng menyebabkan rakyat rncmperoleh dan memahami 
informasi, kcmudinn secara kogni ti f memprosesnya rnenjadi 
pengetahuan tentang adanya kesempatan-kesempatan bagi 
disinya, dan melatih dirinya agar marnpu herbuat (konatio, 
scrta sccara intrinsik tcrmotivasi untuk mnu (afektif) bertindak 
atas dasar manfaat yang akan dapat diraihnyn (Surnnrdjo, 
20 t Oa). Hal  ini mempaknn mang lingkup dan mcnjadi bagian 
utama yang mesti dikembangkan dalam ilmu pcnyrllr~han 
pernhnngunnn. 

Penyul uhnn pada dasarnya adaluh kegiatan proftsional 
pclayanan jnsa pcndidikan pernbangunan yang hermartahat, 
yaitu yang mcngllargai sisi humanisme masyarakat 
(Surnardjo, 200CIc). Fokus utama penyuluhan adalah 
pengembangan kapital manusia sebagai hagian dari sistem 
sosial. Penyuluhan mclakukan upaya pernhat~gunnn struktur 
masyarakat secara konvcrgcn, dialogis, dernokmtis, dan 
partisipatif, sehingga rnasyarakat di lndonesia yang pernah 
tet-jaja1.l lama, yang apatis dan tcrgantung pada campur tangan 
pihak lain (cjrfJer~dent), latu hergeser kc masyarakat slthsistcn 
(indppcni/~nt), clan berkembang rnenjadi masyarakat yarig 
rnandiri (ir~!ca!'~/c*pcn~/enf). Perkembangan scrnacam ini sejalan 
dcngan konsep Covey ( 1996) tentang pcrkcmbangan peri 3aku 
rnnnusia. 

Penyuluhan rnenempatkan manusia (kapi tal manusia) sebagai 
suhyek pernbangunan yang mandiri dan bcrdaya dalam 
beradaptasi secara adil dan beradab tcrhadap pcrubnhan 
lingkungannya. Oleh karena itu mcniadi syarat kchamsan ntas 
adan yn s tnndnr kornpetensi profcsi penyulu h yang jelas dan 
didukung oleh kontrol yang efektif oleh asosiasi profesi d a h m  
mengemban kcprofesian pcnyulrrhan. 



Untu k mewuLjud kan usaha keseinhteraan sos~al atat1 
kcsejahteraan rakyat, dibutuhkan upaya pcningkatan kapital 
rnanusia (hz~man capiral) dan kapital sosial (social O C F ~ ~ ~ C T ~ )  y ang 
menjadi dasar bagi pengembangan pastisipasi masyarakat dalam 
pembangunan bangsa. Di samping itu untuk mengemhangkan 
kapital manusia dan kapital sosial sclain melalui investasi 
sosinl dihutuhkan pula lingkungan sosial, budaya, hukum, 
ekclnomi dan politik yang kundusif seperti pencgakan hak 
asasi manusia (human r'ighr). kepnstian hukum (soriflijlrsfirr), 
scsta menghargai martabat rnanusia ( h ~ ~ m u n  digrfih7). Upaya 
pcmberdayaan ekonomi dan energi sosial rnc11jadi pemasu dan 
kchamsan untuk t emjudnya  kcsejah teraan sosial. Bagaimana 
kaitan hubungan kesejahtcraan, kapital manusia dan kapital 
sosial serta faktor Eingkungan dapat dilihat pada Gambar 1. 
Lehil~ jau h dapat di hnca, dalarn Surnardjo (2009a) dan Sumardjo 
el nf (2009). 
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Gambar 1 .  Keterkai tan logis antara kesejah tcsaan, kapital 
manusia, kapital sosial dan bebcrapa faktor 
yang menapen~nnihinya (Surnarc~jo, 2009a). 





mcngem'bangkan sinergi sis ten1 kemitraan agribisnis pun 
mcnjadi svlir diwujudkan. Kcndala-kendala ini perlu dintasi 
melalui komitmen yang tinggi dalam sistem pemerintnhan. 
ketegasan haik cksekutif, Icgtslatif rnaupun yudikatif misnlnya 
terhadap irnplemen tasi Undang-Undang terkai t mnraknya 
pungutan has semacam itu. Tanpa komitmen dan imptcrnentasi 
secara konsisten. tampaknya sangadah rnustnl~il terwujud 
kehidupan masyarakat yang bermartabat, ynitt~ yang adi 1 ,  
makmur dan bcracfab. 

Dewasa ini, tekanan krisis finansial dalam pcmhnngt~nnn sccara 
berangsur dapat di kurangi dengall pengembangan sistem 
kcmitraan sinssgis. Ilal ini sqjalan dengan herkcnl bangnyn 
pcrusahaan di scktor pertarnbangan dan perkebunan, rnaupun 
cEi sektor lainnyn. Kemitrnan di antara clcmcn masyarakat, 
pernerintah, swasta maupun lembaga pcngcmbang IPTEKS 
semakin dibutuhkan keheradnannya. Fungsl penyuluh sebngai 
agen pembangunan n~cnjembatani pfhak terkait dengan 
pengemhangan kapital sosial kcrnitraan dalam mengatasi 
kerniskinan (Narayan, 1999). 

Lernahnya pengcmhangan kemi traan tersehut mcnyebabkan 
ketidakserasian hubungan antara pemsnhnnn dnn lin2kungan 
sosialnya. Akihatnya tcrj adi kesenjanpnn akses sumbcrdaya 
di anznm mcrcka yang ccndemng herdampak rnuncufnya 
konflik dnn operasional pcrusahaan Itcrganggu, sertn saljng 
rnerugikan. Oleh karcna itu diterapkan konsep program bina 
lingkungon dan Cr~lporc~te Socinl Rc~.s~)nnsihiJih> (CSR) oleh 
pcrusahhrtan. Kini scrnakin disadari, penerapan CSR perlu 
dikelola sccnra professional, tidak hanP sekedar program 
kari tas, seperti "pemadarn kchakaran" untuk meredam konfl ik 
sosial: (Sumarclio, 20 I Ob: Kotlcr dan Lee, 2005). 



Keberadaan penyuluh professional sebagai pernadu sistern 
di tingkat komunitas sangnt dihutuhkan untuk mengawal 
kcmitraan rnelalui keberndaan program bina lingkungan dan 
CSR pcrusahaan besar dzrlnni stintu masyarakat (Sumardjo rt 
crJ, 2004). Kernitraan semacam ini maigliasilkan kesernsian 
antara pcnrsahaanl dunia bisnis, rnasyasakat, pemerintah dan 
pihak tcrkaft Painnya, sepcrti pcrgurwan tinggi dan lernbaga 
pengemhangan inovasi datarn mewujudkan manfaat bersama 
(Surnardjo, 200 1 ; Sumardjo ei 01.2004; Surnardjo. 201 0b). 

Penyuluh yang herhasill memadukan antara bcrbagai elernen 
dalam kcrnitraan sistern agribisnis herpotensi menghasilkan 
sinergi ken~itrann, meningkatkan keefektifan dan efisiensi 
pcngeIolaan upaya mcwuiudkan kcscjnhtcrann petrlni. Secara 
rinci dapat dilihat pada &rnhar 2 (Surnardjo, 1999). 

Gambar 2.  Ketcrpaduan sistcm kemitraan dalam sistcrn 
agibisnis (Sumardjo, 1999). 

Kernitraan (UU N o  9 tahun 1995) adalah kerja ssmn antar9 
usnfln kecil dengan usahn mcncngah atau dcngan usaha bcsar 



yang disertai dengan pernbinaan dan pengcmhangan usaha 
yang berkelan-jutan oleh usaha besar atau usaha rncncngnh 
dengan prinsip sal ing rncmcrlukan, sal ing memperkunt, dan 
sating rncnguntungkan (Surnardjo el 01, 2004). 

Di dalam pcmberdayaan seyogyanyn terjadi konscnsus bersama 
dalam nlendefinisikan kebutuhan, tli antara pihnk pcrnerintah, 
pcrusahaad dunk bisnis, rnasynr3katJ I-emhnga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan pem berdaya serta akadcrnisil peneli t i .  
Pcnyulub rnernfasilitasi melalui dialog sccara partisipatif 
dan dialektis, terutama rnengcmhangkan kcmampuan warga 
rnengartikulasiknn kehutuhan mcrcka, yang sesungguhnya 
(Surnardjo, 2009h; Surnnrdjo, 20 1 Oh). 

Penyuluhan sering diliadapkan pada stagnasi inovasi, sehingga 
rnenjadi tidak efektif mcngcmbangkan kapital manusia rnaupun 
knpital sosial. 1-ccuwis (2005) dan Surnard-jo ul a/, 20339) 
rnenganalisis pcrlunya pemi kiran kemhal i pcran komunikasi 
inovasi di pcrdcsaan dallam sistcm penyuluhnn dan jawabannya 
adalah Cvhpt- E-vlensivn [Surnardjo rf  a/, 2009). Kini akses 
informasi scmakin mudah melalui tcknolegi infomasi, baik 
melalui komputer rnaupun melalui hund p l ~ o ~ ~ c .  Kendalanya 
adalah belum ada pihak yang berpcran sebagai pengelola qrfhrr 
< p . ~ l c v n i o n  tersebut. ~alampcncl i t ian tcrscbut dirckomendasikan 
petlunya pengelolaan cyher cxtcnsion ini olch instansi tertentu 
yang diberi kewenangan dan tanggungjawnb khusus unh~k itu, 
rnisal Kementerian Komurlikasi dan 1 nfbrmasi (Korninfo). 

Pcnyuluhan dan 
Pengembangan Kapital Manusia 

Pada tingkat yang paling dnsnr, mcngacu pada ADD (1990 
dalam Sumardjo, 2006a; UNDP, 2003) kcscjahteraan manusia 
ying beradab adalah rnampu memenuhi kcbu tuhan dasarnya. 
yaihr kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan 



pcndidi kan. Apabila kehutuhsn dnsnrnya tersebut terpenuhi, 
konclisi tcrsebut dapat dfkatnkan scbagai kondisi amnn pertarna 
dalam kesc-jahteraan rnanusia. 

Ada dua pihak yang perIu dikcmhangkan kapital rnan~ls ia 
dalam konteks penyuluhan, yaitu tenaga pcnyuluh dan wnrga 
masyarakat ynng menjadi sasaran penyuluhan. Pcrtarna, 
human kapi tal pen yuluh setidaknya rnolfpu t i  korngerensi 
-kornpetensi ( 1 )  personal, ( 2 )  sosial;, (3) andragogik, dan (4) 
komunikasi inovati f. Kompetensi personal adnlah kesesuaian 
sifat bawaan dan kcprihadian penyuluh yang tescemin dari 
kcrnampuan membnwn knn diri, kepemirnpinnn, kesan tunan, 
motif benprestasi, kepcdulion, disiplin. terpercayn, tanggung- 
jawab, dan ciri kepribodian penyuluh lainnya. Kompeteilsi 
sosiaE mcnyangkut kcmampuan-kemampuan bcsintcraksil 
'beshubungan sosiaI, rnclayani, bermitra, bekerjasarnn dnn 
bersinergi, mengernbangkan kcsctiakawanan, kohcsif, dan 
mnmpu sal ing percaya mernpercayai. Kornpctcnsi andragogi k 
menyangkut kemampuan rnetodik dan teknik pembelajaranl 
rnengcrnhnngkan pengnlnmnn helajar untuk mempengaruhi 
dan rncnlbah pcngctahuanlwawasan, ketrampilanl tindakan 
dan sikap (minat) sasaran penyuluhan. mernbangkitkan 
kcbutuhan helajar/ hemhah, menyadnri tnngpungjawab dan 
kebutulian sasnmn penyuluhan. Kornpctcnsi komunikasi 
inovatif menyangkut renktualisasi diri. pcnguasaan teknologi 
informasi, kemarnpuan berempati, kemarnpuan komunikasi 
partisipatifl konvcrgensi, menggali dan rncngcrnbanykan 
pcrnhaharuan, sesta kewirnswastaan (et~tr.epr.etacrrr..rItip). 

Pcnyuluh dengan kompetensi tersebut mampu (Sumardjo, 
2009a): ( I )  mengerjakan suatu tupas, fungsi atau pckcrjaan 
pcmberdayaan masyarakat dengan terarnpil dan percaya diri, 
(2) mcngorganisasi kannya agar pcnyuluhan dapat dilaksanakan 
secnra partisipatif dan lancar, (3) memahami betul yang hams 
dilnkukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dcngan 



rencana semula, (4) memahami bagaimann rnenggnakan 
kemampuan penguasaan teknologi/ inovasi rang dirni l i kinya 
untuk rnemotivasi masyarakat rnernecah kan masatah, bah kan 
ketika dcngan kondisi tidak seperti yang diperkirakannya. 

Kedun, pengembanpan kapital rnnnusia melalui pcnyuluhan 
ini mcnghasilkan kcnlnndirian warga rnasyarakat sasaran 
penyuluhan. Sesenmng yang rnnndiri dicirikan memi l i  k i  
kemampuan in tcrnal untuk hckcrjasama atau berin teraksi 
dcnpan pihak lain secasa in!pv&pendtartr, sinergis dan 
bcrkelanjutan dalarn koridos nilai-nilai sosial yang dijunjung 
bersarna sccara bemartabat (Sumardio. 20003. Mnnditi 
bukanlah hcwrti rnengisolasi dirj atau tidak mernbutuhkan ptl~ak 
Fain, mclninkan justru kcberadaannyn saling membutuhkan dan 
snl'ing mernperkual, dalam sittlasi saling dapnt mcmpercayai. 
saling dapat diandalkan, dan snling marnpu rncraih manfaat 
dalam situasi yang adil dan beradab. Mandiri adalah suatu 
kondisi manakala seseorang atau sluatu komunitas memiliki 
otonomi nynta dalam koridclr sistem nilai yang berlaku, yaitu 
rnampu menentukan nasih dan kehidupannya dan terbcbas dari 
segala benmk subordinasi/ dominasil pcnindasan oleh pihak 
lain (Sumardjo. 1999). 

Salah satu pilar l~trrma bagi pcngcmbangan kemandirian i r ~ i  
ndafah pendidiknn, haik pendidikan formal, penyuluhan (non 
format). mallpun informal. Kcmandirian masyarakat mcqjnd i 
suatu prasyarat bagi suolu bangsa yang berdaulat, herdaya 
mengelnla sumbesdaya dntl beradapt asi terhadap herhagai 
perubahan lingkungan. yang secara alarniah selalu terjadi. 
Keberdayaan rnasyarakat semakin tinggi apabila didukung 
oleh individualitas rakyat yang scrnnkin rnancliri. 

Lcbih dari sepuluh hasil pcnel i tian discrtasi (himhingan 
pcnulis) rnenunjukkan bahwa kornpefensi penyuluh padn 
dckade awal abad 21 terknit dengan hn tu tan  pemhangunnn 
saat itu. dinilai rendah. Hal inj dianalisis Sumardjo (2008; 



201 0) antara lain dapat dilihat padn bchcrapa hnsil penelitian 
disertasi birnbingannya di lokasi-lokasi berikut: di NTT 
(2007), di Jawa Uarat (2008). di  Riau (21)09), di Jawa Rasat 
dan Banten (20 1 O), serta hasil penelitian behavioral penyiluh 
Ininnya yaitu tenrang kapasitas petani di Jawa Tirnur (ZOOX) 
dan di Jawa Barat [i210); dan di Jawa Tengah (2009). 

Ilendnhnya kompetensi pcnyuluh schagai pclaku utama 
komunikasi pembangunnn ini di antaranya Eerutamll herkaitan 
dcngan hcbcrapa ha1 berikut ini (Sumnrdjo, 20 I: On): ( I  ) sejalan 
dcngan implementasi otonnlni dnerah terjadi melemahnya 
kornitmen pcmcrintah terhadap pcnyuluhan; (2 )  terjadi stngnnsi 
inovasi di masyarakat; (3) lemahnya Iir~ktrxr antara kebutuhnn 
inovasi petani, karya inovasi, dunia bisnis dan instansi teknis 
pelayanan; (4) perubahan paradigma pcrnhangunan dari !op 
down ke partisipatif, yang kurang disertai upaya pcngcmbangan 
kclmpetensi penyuluh; (5) terdapat upaya pcningkatan 
pcnd idiknn forma! pada pen yuluh narnun dirluga kualt banyak di 
nntarnnya ditcrnpulz melnlui prnses pernbelajaran yang kurang 
bcrmutu tcrkai t dengan peningkatan kualitas penyuluhan, 
karma terjchak pada tuntutan formalitas untuk penyesuaian 
ijazah dengan tingkatan jabatat1 fhngsional penyuluh; (6) 
jenjang karir yang memotivasi penyuluh sehingga tejadi nlih 
status kc jabatan stniktural; dan (7) helum adanya standar 
kompctensi bngi pcnyuluh, sehinggr~ menjadi lemah dalam 
pcngcmbangan kompctensi secara sistematis 01th pihak terkait, 
maupun dalam reknlitmcn tcnnga penyuluhan. 

Fakta incnrlniukkan bahwn organisasi-organisasi penyuluhan/ 
pembcrdayaan rnasyarakat yang herkipral~ pada kehidupan 
rnasyarakat yang semakin modcrn semakin nyata menghadnpi 
tantangan un tuk rnengen~bangknn kompetensi para peny ulu h 
se-jalan dcngan perkernbangan tuntutan kebutuhan sasaran 
peny luhan  (Sumard-10, 20 10a). Agar tersedia penyuluh yang 
bcrkompetensi profesiona'll penyuluhan perlu dikembangkan 



asosiasi profesi pcnyuf uh terknit. Asosiasi inilah yang 
berfungsi rnengemhangkan standas kotnpetensi profcsi, sertu 
bcrfungsinya lemhaga sertifikasi proiksi (LSP) yang rnampu 
herhngsi rnen.j;lrnin penguasaan kornpctensi profesi secara 
relevan dnn konsisten (Surnardjo, 2006b). 

Perkernhangan teknologi dan bcrbagai gejala pcruhal~an sosial 
yang terjadi telah menyebabkan fenomena pcrgeseran tipc 
rnasyarakat agraris bergeser ke rnasyarakat industrialis dan dari 
masyarakat industrialis dan jasa ke rnasyarakat pengetahuan 
(Drucker, 2001). Dalam lcontek sepcrti itu pengembangan 
kapital manusia menjndi sangat pcnting d m  mendcsak. Di 
daIam perspektif penyuluhan hcrlnku pepatah bahwa orang 
yang lupa mempersiapkan diri bcrarti rnernpersiapkzln diri 
untuk dilupakan oleh rnasyarakat. 

Menurut Schultz (Fitz-enz, 2000$, kapftal manusia rneliputi 
attihut-atrihut kualitns mnnusin yang dipcrolch melalui 
pengalaman belajar, rnaupun ynng diwariskan sccara genctik, 
yang bernilai dan dapat ditingkatkan. Mcngacu pada Pyke rr 
a1 (200 I) dan Fitz-enz (2000) kapital manusia dari perspektif 
penyulnhan mcneakup, ( 1 ) ciri-ciri pribadi yang dibawa ke 
da3nm pckerjaan, scpcrti keccrdasan, cncrgi, sikap positif. 
dapnt dipercaya, bcrkomi tmen, (2) kctnarnpuan untuk hclajar, 
seperti ketrampilan, imajinasi, kreativitas, kelincnhan hcrpikit 
dan bekerja. pengalaman, dan kapnhilitas mengeksckusi suatu 
keputrrsan, dan (3) motivasi untuk berbagi dan herkontribusi 
informnsi dan pcngctahuan dalam rangka memenuhi kehutuhan 
untuk rncwu-iudkan kcsciahtcraannya, 

Pasang-surut Pcngcrnhangan Kapasitas Manusia 
Pctnni 

Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan acIalah 
mcnghargai lokal (v~-rliring the fnuui). Prinsip-psinsip ini 
tcrsirat olch gagasan pcmbangunnn yang hersifat "l~c~/rr)m ~tp".  



Prinsip-prinsip ini berpusat pada gagasan untuk rnunghargai 
pengetatiuan lokal, nilrai-nilai, keyakinan, keterampilan, 
proses dan st~mber daya suntu mnsyamknt. Dengan demikinn 
lebih mudah meyakinkan masynrakat dan mengemhangknn 
partisipasi masyarakat dalam proses pcmbcrdayaan tcrschut 
(Surnarcljo, 2007). 

Pernahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas pcrani 
bergeser dari masa ke masa. Pada masa sistem pembangt~nan 
pertanian yang scntralistis tarnpak priori tas dalam pcnyuluhan 
adalah (Surnardja, 2009b) Bcrtct- .fut-rnit~g, h ~ n c r  htisinc~ss, 
he t t~r  Jiving; Masa Transisi Agrihisnis-Reforrnasi adalah 
Better hr~s in~ss ,  hetter , farnlin~. herfer Ilvjng: dan hipotesis 
pada Masa Reformasi adalah Bt>tr~r* Jiving, het1c.r. h trs ine .~~,  
het/er,filr-rni~~g. 

Pada masa pembangunan yang sentralistis teknik produksi 
d ikcmbrtngkan secara intensif rnelalui kegiatan penyulu han, 
pcnclitinn dan pclayanan 11n tuk mencapai target- target 
produksi. Dcngan tcknik produksi yang baik diharapkan 
terjadi hisnis usahatani yang balk yang selanjutnya di harapkan 
meningkatkrrn kualitas hidup. Dalarn penyuluhan saat itu 
dikenal istila11 dipaksa-terpaksa-terhiasa, sehingga rnenjadi 
apnris (Herman Suwnrdi, 1987: 2004). Saat itu, petani 'dipaksa' 
menggunakan teknologi baru pupuk, pestisida dan benih 
unggul, lalu petnni 'terpaksa' menerapkan teknologi baru 
tersebut karena tidak rnungkin menolaknya, setelah dirasakan 
manfaatnya manjadi terbiasa, selanfutnya terbiasa menunggu 
'paksaan" dari pihrzk lain. Petani meniadi apatis rnenunggu 
pcmbinaan dari perncrintah dnFarn rncncrapkan pcmbaharuan 
di hidany usahataninya. Faktanya, kcscjahtcraan pctani kurang 
terutujud. agribisnis pun kurang bcrkcrnbang rncskipun petani 
slrdah mcnggunakan teknologi pcrtanian dcngan inovasi yang 
diintroduksi oleh Pemerintnh melalui pcnyuluh. 



Kot~scp agribisnjs demikian gencnr digerakkan pada awal 
rcformasi Jengan prinsip I?etfcr trlt,sin~.ss, h~ttcr -farming 
dm hettcr. Iiling (Sumard-jo, 1 999b). Utamanya ndnlah 
pengemhangan kemtlmpuan bisnis, yang dilandasi keynkinan 
bahwa dengan kcrnnrnpuan hisnis yang haik maka petani 
akan memi lih mcnerapkan tcknologi pcrtanian ynng tcrbaik. 
Faktanya, sisten~ agribisnis yang asimetsis mcnychabkan 
kcmarnpuan bisnis tetap lemah, karena terseknt-sckat olch 
terputusnya informasi hulu-hilir dalarn sistem agribisnis. 
Hnsilnyn, kcsqjah tcraan petani juga kurang tenvujud. karena 
tidak cfcktif terjadi pcn~bahan pcrillaktr hisnis, dan posisi tawar 
petar~i tctap rendah. 

Pnda aklrir dekade re f~mas i  hipotesis stlya adalah perlu urutnn 
priori tas scbagai beri kut; hettcr Jh~inx, hder hisrris dan hrrrrr 
jilt-wing (Surnardjo, 2009h). Rcttr~r livirlg diciri kan sehagai 
kcmampuan petani dalzlrn rncngclola kct~angan keluarga. 
sehingga perilaku konsvm t i f  tcrkcndali dan perjlaku produktif 
berkcrnbang. Ketika tingkat pcndidikan dan pengclolaan 
kcvangan kelwarga rnenjadi kondusif, maka kepurusan- 
kcputusan hisnis usahatani mcnjadi terdukung (hetrcr. 
business). Pada musirn-rnusirn panen raya petani tidak haws 
buru-hum menjual hasil produksinya de~agan harga rnurah, 
tetapi melakukan pengolahan hnsil untuk rncndapatkan nilai 
tambah. Hasil usahatani dapat ditahung dan diinvcstasikan 
pada usaha produktif; sehingga penghasilan mcningkat dan 
pada gilirannya tersedia dana untuk akses infnrmasi dan nkscs 
i novasi Chetit.r,fu?mir7~q) di dalarn bcmsahatan i . 

Pen yuluhan dan Pengembangan Kapital Sosial 

Kapftal sosial dan pcngetahuon lokal mcrupakan aspek kunci 
dalam pengcmbangan kcberlanju tan partisipasi rnasyasakat 
(Sumardjo, 20 1 Ob). Produk dnri pengcmbangan kapital 
sosial mclalui penyul u l ~ a n  adnlali kelembagaan kemi trnnn 



sinergis di an tara pihak-pi hak yang berkepentingan dcngan 
upayn tenwjudnya keserasian jaringan kerjasama sincrgis dan 
berkelanjutan. Penyuluh rang hcrfungsi sebagai fasi l i  tator 
pernberdnya mnsyarakat rnenjadi salah satu aktor kunci 
komunikasi pcmhangunnn untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat secara partisipatif dnn berkelnnjutan. 

Pct~gcrnhangan kapital sosial dalam penyvluhan mencakup 
asptk-aspck stnrktz~r hubungan antara individu-individu yang 
mcmungkinkan mercka rncnciprakan nilai-nilni kenrifan. 
Kapital sosial yang perlu rneniadi kornitmen pcnyuluh 
rnengandung t i p  kornponen inti (Coleman, 19RX; Sumard-jo, 
20 1 Oa): ( 1 ) kemampuan membangun kelembagaan ( c r ~ ~ f t i n ~ q  
insf ihrtion), ( 2 )  ndnn ya partisipasi y ang setara dan adil, dan 
(3) ndanya sikap snling percnya, snling mendukung. saling 
pcduli [solidm-it\.) schingga saling rnernperkuat di antara 
pihak yang tcrlibat dalam jaringan. Di nntnrn pihnk terkait 
dalarn pengelolaan sumbcrdaya di sekitar masyaraknt zerjadi 
huhungan yang sifatnya mrrrrrcrl, kepercayaan, kclcrnbagaan, 
nilai dan norma sosial lainnya yang berperanan pcnting dalrtrn 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tcrschwt 
dapat bersiht formal rnaupun infbrtnal. 

Hubungan formal dalarn masyarakat misalnya yang tcrjadi 
rnelalui organisasi masyarakat, kclompak keagamaan, koperasi, 
pnrtai politik, dan sebagainya, sedangknn hubungan sosial 
ynng informal misalnya kelompok tan1 atau hentuk interaksi 
sosial lainnya antara masyarakat dalam satw lingkungan. Ma! 
yang sarigat rnenentukan dnlarn penguatan kalpital sosial adalah 
inacnsitas interaksi antara warga rnasyarakaz maupun dengan 
pihak terkait. yang dapat berpctan mcnjadi ruang publik yang 
pistisipatif dan efektif. 

KapiaaF sosial dapat rnenjadi kckuatan yang menggcrakkan 
rnasyarakat, yang tcrbcntuk mclalui hcrbagai interaksi sosial 



dan institusi sosial. KapitaP sosfal adalah bagian dari organisasi 
sosial berupa hubungan sosial dan rasa saling percaya yang 
tnernfasili tasi koorclinnsi dan kcrjasarna untuk kepentingan 
bersama (Putnam 1995). Scycrti halnya kapital yang lain, 
kapital sosial dapat meningkat dan dapat pula menurun bnhkan 
mcnghilang. Hasil penelitinn Putnam di ltalia rnenggambarkan 
adanya korelasi positif antara kapital sosial dan kinerja 
Pemerintah Dnerah. Kapital sosial rnernpu~lyai peranan 
penting dalam penciptaan pernerintah daerah yang responsif 
dan efisien, yang ditandai dengan adanya masyaraknt yang 
kuat dan dinamis. Sclain itu arus balik kekurrsaan dari pusat kc 
daerah dalam kerangka desentralisasi mensyaratkan partisipasi 
lokal dalam kclntrol sosial pembangunan daerah. Kapital sosial 
rncn~pakan kckuatan tidak terlihat yang dapat rnendorong 
kebeshasi Ian partisipnsi lokal tcrscbut. Dcngan den~ikian 
penting sekali bagi pernerintah dscrah mcmaharni ide kapital 
sosial terlebih dalam implcmentasi kcbijakan-kcbijakan di 
darrah dalam kerangka desentralisasi (Sumartin, 20 1 Oh). 

Agar penpcmbangsn masyarakat bcrkelanjutan maka model 
pemhangunon melalui pcnyuluhan scharusnya partisipatif dan 
seyogyanya mempcrhatikan pcngctahuan lokal (indigenuza 
knor~-lrlo'qe), kearifan lokal (Ir)uaJ ~.isn;)nr) dan kapitnl sosial 
(social crrpilal). Pada saat ini digalakkan Program Nasional 
Penlberdayaan Masyarakat (PNPM) menipakan suatu 
knsus program ynng mcnampiIakan proses pengembangan 
keswadayann masy am kat dengan mcmbangun kctiga kornponcn 
kapital sosial, maupun penggalian pengetaliuan lokol tcrscbut 
atas inisintif masy~rakat, yang disertai penanaman nilai ban1 
pemhangunan ke dalarn kcbudayaan masyaraknt . Narnun, 
faktanya ha1 itu beturn sepcnuhnya tenvujud di dalam sebagian 
praktek PNPM, disebalbkan masi h terbatasnya tenaga penyul uh 
atau fasilitator pemhcrdaya rnasyarakat yang kompctcn 
berperan sehagai pcnyu luh. 



Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kcbutuhan 
riil (real n e ~ d ~ )  masyarakat dan huknn hanya sckcdar 
kuhutuhan yang dirasnkan Iftit-ncucf). ldealnya kebu tuhar~ 
yang dirasakan masynraknt ndalal~ kebutuhan riilnya. narnun, 
fhktanya seringkali tidnk dcmikinn. OFeh knrena itu. siapapun 
pelaku pcmbcrdaya dihntut untuk marnpu mengenali dengan 
haik kcbutuhan riil masynrakat. Secara dinlogis, dilakukan 
komunikasi partisipatifcialam masyarakat, sehinggn kebutuhan 
riil tersehut mlcnjadi kebutuhan yang dirasakan oleti masynrakat 
(Sumardjo. 2009b). Ketika kebultuhan ri i l tersebut mcnjadi 
kchutuhnn ynng dirasakan seseornng maka bcrkcrnbang 
men-iadi mntivasi intrinsik untuk rnemenuhinya. 

Di era globalisasi. setinp bangsa rnen~erfukan kapitaE manusin 
yang n~emiliki keunggulan prima: rnanusia yang merniliki 
kualilas tinggi yaitu di samping menguasai FPTEKS jtlga harus 
merniliki sikap mental d m  sr~/j .vki l l  sesuai dengnn profesinya. 

Partisipasi Masyarakat sebagai 
Knmitrnen Penyuluhan 

Partisipasi rakyat dalam pernbangunan bukanlah bcrarti 
pcngcrahan tcnagn rnkyat secara sukarela, tetapi justru ynng 
Ichill penting adalnh tergeraknya kesadamn rakyat untuk 
mau mcmanfaatkan kcsempatan-kcscmpatan rnempcrbai k i  
kualiraq kchidupan diri, kcluarsa dan masyarakatnya (Slamct. 
1992; 2003). Hal ini sangat sejalan dengan filosofi dan 
prinsip-prinsip penyuluhnn rlalam arti yang scbcnamya, yiiitu 
partisipatif, dialogis, konvergcn dam dernakra! is, schingga 
membcrdaynkan, don bukannya praktek-praktek pcnyuluhan 
yang bersi fat lop ~ o M W ,  linier dan bcrtentangan dengan filosofi 
pernbangunan knpi tnl manusia (Sumardjo, 1999). 

Semakin cerdas kel~idupan rakyat scrnakin tinggi partisipasi 
masyarakatny~ dnlam pcrnhnngunan. Pcnyuluhan rnerupakan 



upaya ltyata dalam mewujudkan keccrdasan schagian bcsar 
kchidupan rakyat dalam pembangunan dan itu mcmpakan hak 
mkyat, serta pemerintal~ berkewajiban dan tanggung- jawnh 
untwk mcngkondisikannya. 

Sejalrzn dengan cra otonomi dncrah kini telal~ sampai pada tahap 
pembangunan yang rnensyaratkan adanyn partisipnsi rakyat 
yang semak~n tneluas, nyata clan efektif, untuk dnpnt mcncnpai 
tujuan pembangunan. Sesuai rnukadimnh UUD 1945, tuiuan 
pcrnbangunnn pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas 
kehidupan riikyat mcnjadi scmakin bcrtnartabat, rskyat 
sernakin rnakrnur scjahtera, adil dnn bcrndab, yang dicapai 
rnelalui kehidupan banpsa ynng ccrdns. F e n y ~ l u h a n  yang 
tepat, aktif rncncerdaskan rnasyarakat dan rncmbehaskan umat 
mnnusia dari xcgala hentuk pen~ndasan dan hen tuk-bentu k 
dominasi scrta suhclrdinasi lainnya yang membawn pada 
kerniskinan dan konflik sosial. 

Apabila rakyat ltelah mau bert indak kearah pcrhaikan keti idupan 
diri, keluarga dan rnasyarakatnya barulah dapat dikazakan 
bahwa rak yat telah bcllpartisipasi dalarn pemhangunan. 
Mcnurut Slamct ( I  992; 2003), partisipasi hams dilclndasi oFc11 
tujuan rnempet-deb manfaat untuk yang berpartrsipasi dan 
bukan sekadar dilandasi oEch kcscdiaan berkorban. 

Menurut Sayogyo (1994; Surnardjo, 2007). partisipasi rakyat 
tersebut dapat dimaniikszasikan dalarn berbngni tahapan 
pembangunan, yaitu partisipasi dalam: ( 1) tahap pcrencanarln 
( pengam hi Inn kepr~t~rsan dalarn penpsunatl program), 
(2) tahap implemcntasi program pemhnngz~tinn, ( 3 )  tahap 
monitoring dan evaluasi program, dan (4) ta hap mcni kmati 
proses dan hasil pernbangunnn. Ada kecenderungnn rnasih 
Icmahnyn kcccsdasan dan keberdayaat~ rakyat, mcnyebabkan 
paflisipasi rnkyat rnenjndi lcrnah dalam perencanaan, evaluasi 
dan menikmati manfaat pembangunan (Surnnrr?jo. 2007). 
Seharusnya partisipasinya juga besar pad3 tnhap ycncn tuan 



tindak-la11-jut dan menentukan manfaat atas kcsinambungan 
program pernhangunan. 

Kesimpulan dan saran 

Penyuluhan rnerupakan upaya pernberdayaan rnasyarakat 
dengan mcngutamakon manusia dan sisi kemanusiaan dalam 
mewujudknn kesrjahtetaan diri, keluarga dan rnasyarakatnya 
(Kortcn clan Klaus, 1984). Human kapital penyuluhan 
berkcmbang melahi pengemhangan kompetensi prof'cssienal 
penyuluh, scdangkan 17lrr11or~ c.c~pi?nl warp  rnasyarakat 
terbentuk melalui proses penyuluhan ynng bcrkemhnng sejalan 
dcngan tingkat kcmandi riannya. 

Diperlukan pengembangan standar kompetensi ptofesi 
penyuluh sebagai ncwn dalam pcngcm'hangan kapi tal 
n~anusia penyuluhan. Agrzr perkernbangan kapital rnanusia 
kondusi f menjamin pcngcmbangan kapi tal sosial maka 
perlu di kcm hangkan sert i fi kasi profesi, yang di kontrol 
dan diken~hnngknn oteh nsasiasi profesi penyuluh, rnclalui 
penegakan kodc ctik penyuluhnn. Meskipun gcrakan 
kompetensi ini digalakkan, namun tetap hams herkornitrncn 
tcrhadap aspek ~.r tJ / l rr ;r .  wl~ te  dan tidak sekedar mengandalkan 
rr~sionalisrnc ekonomi dengan hnnya pengutamaan nilai-nilai 
logis (scperti dalam I fc, 1 997). melainkan memperhatikan 
pcngctahuan lokal (lorwl X-nmi-Ie&t>) dan nilai keariiin 
lokal (irxJi,qPt~orrs knt)~r,lt~ilg(*). Faktor lain yang rnasih perlu 
diperjumlgkan adalah kepnstian hukum melalui penegakan 
keadilan dan kepedulian terhrtdap martabat manusia. 




